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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara pelayanan tersebut Pelayanan
public, menyebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan Publik wajib melakukan Survei
Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) menjadi suatu agenda yang harus segera diterapkan
oleh semua instansi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya mengukur
kinerja dan kualitas pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dalam
upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian PAN RB menetapkan
kebijakan tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. Instrumen IKM ini juga diharapkan dapat
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan
periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik.

Adapun sesuai arahan dari Sekretaris Daerah Kota Blitar bahwa pelaksanaan
Survei Kepuasan Masyarakat mulai tahun 2023 menggunakan aplikasi dari Biro
Organisasi Provinsi Jawa Timur yaitu aplikasi “Sukma-E Jatim”. Dengan demikian
Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan Survei menggunakan aplikasi
tersebut dan membagikannya kepada pengguna layanan sebagai upaya untuk

memperbaiki pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
Dasar dari penyusunan IKM adalah peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara
El Nomor 5038);
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. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan

dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/O5/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun

2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi

Masyarakat;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republlik Indonesia

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat,

terhadap mutu dan kualitas pelayanan perizinan yang telah diberikan oleh Dinas

Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam
menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif
dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

diperoleh manfaat antara lain:

1. Mendapatkan suatu gambaran penilaian masyarakat yang lebih objektif

terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan selama ini.



2. Mendapatkan feed back / umpan balik atas kualitas pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat guna perbaikan / peningkatan kualitas pelayanan secara
berkesinambungan.

3. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan publik yang lebih baik dalam artian pelayanan yang lebih
efektif, efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan Publik
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar.



BAB Il
PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM
Tim pelaksana survei kepuasan masyarakat dibentuk untuk mempermudah
proses pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan masyarakat. Pengarah tim
adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar dan pelaksana survei
kepuasan masyarakat diketahui Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
Kota Blitar.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Survei kepuasan masyarakat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi
https://sukma.jatimprov.go.id/  yang dikembangkan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang
ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar

yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi
dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administrative.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kota Blitar.

4. Biaya/Tarif : Biaya /Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus/memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat penerima layanan

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan
adalah hasil pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kota Blitar.



6. Kompetensi Pelaksana: Kompetensi pelaksana pada Dinas Penanaman
Modal Dan PTSP Kota Blitar meliputi pengetahuan, keterampilan, keahlian dan

pengalaman petugas penyelenggara pelayanan.

7. Perilaku Pelaksana: Pelaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam

memberikan pelayanan

8. Sarana dan Prasarana: Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang

dapat dipakai sebagai alat penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Penanganan Pengduan ,
Saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada
waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri
oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya langsung terbaca melalui
aplikasi sukma-e jatim. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian

sendiri atas himbauan dari unit pelayanan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM
Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1
(satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama

6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1. Persiapan Juli

2. Pengumpulan Data Agustus-November
3. Pengolahan Data dan Analisis Hasil November

4. Penyusunan dan Pelaporan Hasil Desember

Tabel 1. Tabel rincian kegiatan
2.5 Penentuan Jumlah Responden
Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi
penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar berdasarkan periode survei sebelumnya.
Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi

penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dalam kurun



waktu satu tahun adalah sebanyak 2.400 orang. Selanjutnya responden dipilih secara
acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel

sampel dari Krejcie and Morgan.

Populasi(N) | Sampel (n) |Populasi(N)| Sampel (n) |Populasi(N)| Sampel(n)
10 10 220 140 1200 291
15 14 230 144 1300 297
20 19 240 148 1400 302
25 24 250 152 1500 306
30 28 260 155 1600 310
35 32 270 159 1700 313
40 36 280 162 1800 M7
45 40 290 165 1900 320
50 44 300 169 2000 322
55 48 320 175 2200 327
60 52 340 181 2400 331
65 56 360 186 2600 335
70 59 380 191 2800 338
75 63 400 196 3000 341
B0 66 420 201 3500 346
B85 70 440 205 4000 351
90 73 460 210 4500 354
95 76 480 214 5000 357
100 B0 500 217 6000 361
110 86 550 226 7000 364
120 92 600 234 8000 367
130 97 650 242 9000 368




BAB

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan

yang diperoleh yaitu 230 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Jumlah
NO | JENIS KELAMIN f %
1 Laki — laki 100 43,4
2 Perempuan 130 56,6
Total 230 100
Tabel 2. Jenis Kelamin responden
Jumlah
NO USIA f %
1 17-30 61 26,5
2 31-50 126 54,7
3 =50 43 18,8
Jumlah 230 100

Tabel 3. Rentang usia responden

Sumber: https://sukma.jatimprov.go.id/

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat telah diolah secara otomatis oleh aplikasi

Sukma-e Jatim dengan hasil sebagai berikut:

Nilai Unsur Pelayanan

Ul U2 | U3 U4 Uus | U6 u7 us U9
IKM per unsur 335 | 333|311 | 3,79 | 3,27 | 3,37 | 3,47 3,77 | 3,33
Kategori B B B A B B B A B
IKM Unit )
84,65 (B atau Baik)
Layanan



https://sukma.jatimprov.go.id/

Tabel 4. Detail Nilai SKM Per Unsur

IKM PER-UNSUR DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP KOTA BLITAR TAHUN 2023

SEMESTER 2
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Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur
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4.2

BAB IV
ANALISIS HASIL SKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)
Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

Dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai
tertinggi 3,79. Sedangkan unsur Sarana Prasarana dengan nilai 3,77

menempati urutan tertinggi kedua.

Sedangkan Waktu Pelayanan mendapatkan nilai terendah vyaitu 3,11.
Selanjutnya produk spesifikasi jenis layanan yang mendapatkan nilai 3,27
adalah nilai terendah kedua.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, unsur yang mendapatkan nilai terendah
merupakan unsur waktu pelayanan, hal ini dikarenakan perizinan berusaha
wajb mengajukan izin Informasi Kesesuaian Penataan Ruang (IKPR) sebagai
langkah awal untuk mengurus perizinan selanjutnya. Alur penerbitan IKPR ini
memerlukan rekomendasi dari OPD teknis terkait sebelum ditetapkan sebagai
SK. Proses penerbitan rekomendasi dimaksud memerlukan waktu
penyelesaian 20 hari kerja pada OPD teknis sehingga menjadi evaluasi dalam
mekanisme proses penerbitan IKPR. Dengan demikian pemohon yang
mengeluhkan lambatnya proses perizinan sebagian besar ada di perizinan
IKPR.

Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan
publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh
karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut
perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai
dari unsur yang paling rendah hasilnya. Penentuan perbaikan direncanakan
tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan),
jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka
panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM

dituangkan dalam tabel berikut:
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No

1

2

Prioritas Unsur

Waktu

Penyelesaian

Produk
Spesifikasi

Jenis Layanan

Program / Kegiatan

-Berkoordinasi
dengan OPD Teknis

terkait untuk
mengevaluasi
prosedur waktu
perizinan.
-Mengadakan

layanan izin daerah
berbasis online untuk

mempermudah dan

mempercepat
pelayanan

-Inovasi aplikasi
khusus perizinan
untuk IKPR yaitu
RINJANI untuk

mempercepat proses

penerbitan IKPR

Memberikan

pelayanan yang
sesuai dengan
Standar Pelayan

yang telah dibuat.

TW I

Waktu

TWII

™
1l

T™W
A%

\/

Penanggung Jawab

Kepala Dinas

Kepala Dinas

Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut hasil Analisa SKM
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4.3 Tren Nilai SKM
Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau

melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik
diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei
dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta
melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara
kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat
kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar dapat

dilihat melalui grafik berikut :

NILAI SKM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TAHUN 2022-2023

86
85,5
85
84,5
84
83,5
83
82,5
82
81,5
Semester 1 Semester 2 Semester 1 Semester 2

2022 2023

Gambar 2. Grafik Tren SKM Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan
penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2022 semester 2 hingga 2023 semester
1, namun pada semester 2 di tahun 2023 terjadi peningkatan pada nilai SKM Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar. Unsur Waktu sangat berperan pada
penurunan di dua semester, namun di semester kedua unsur lain dapat
meningkatkan nilai SKM yaitu unsur Sarana dan Prasarana yang pada semester

pertama masih masuk ke-tiga nilai unsur terendah.
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BAB V

KESIMPULAN
Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode
semester 2 (dua) , dapat disimpulkan sebagai berikut:

e Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Blitar
secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 84,65.

e Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas
perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan dan produk spesifikasi jenis
layanan.

e Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif dan Sarana
Prasarana | '

Blitar, Desember 2023
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.. KOTA BLITAR

\ A R \‘\.’./” ./'/,
\ ' HERU EKO PRAMONO, S.STP.MM
L7 NIP.197504091996021002
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LAMPIRAN

1. HASIL REKAPAN NILAI SKM DARI SUKMA-E JATIM

{4 BIRO ORGANISASI IP—

i 4 a 4 4 0 a 4

219 1 + 3 Lal ak
4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 4 4 4 4 a Tussita 5 T

227 4 8

Nilai/Unsur 770 765 715 am 753 s ToR 868 765

NRR/Unsur 335 333 n 379 327 337 347 377 333

NRR/Unsur X 25 8.7 8315 .72 94.67 81.85 8424 86.74 9435 83.15

NRR Tertimbang/Unsur 037 037 03 o4z 036 037 038 04z 037

ML NRR IKM TERTIMBANG 139

JML NRR IKM TERTIMBANG x 25 84.65

No. RESP NILAI UNSUR PELAYANAN

u1 uz E} us us us u7 us us Hama Umur  Jenis Kelamin No Hp Kegiatan

Laporan
|

2 B = q B 2 - e
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£3 BIRO ORGANISASI

Buat Survei

Laporan Evaluasi

Room Chats

3 BIRO ORGAN

Kotak Saran

Laporan

uat
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Laporan Evaluasi

. R I C I P P P P T

- S O PO PO PO PO PO PO e

l S R P R PR P P R -
4 3 3 4 4 s 4 Laki-Lak
3 3 4 4 3 4 3 : 3 -

aki-Lak

4 4 k Setyowat 55 Pe . 081336097934
2 3 4 4 2 4 4 ] 4 Adi setyono 48
9 3 3 a 4 4 4 4 4 Pujiati 5 an

Nilai/Unsur 770 765 715 871 753 s 798 868 765

NRR/Unsur 335 333 n 379 327 337 347 377 333

NRR/Unsur X 25 837 8315 TI.72 0467 8185 8424 8674 9435 8315

NRR Tertimbang/Unsur 037 037 034 042 036 037 038 042 037

JML NRR IKM TERTIMBANG 339

JML NRR IKM TERTIMBANG x 25 8465
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2. HASIL KOTAK SARAN

Kepada
Dinas PM & PTSP
Dinas PM & PTSP
Dinas PM & PTSP
Dinas PM & PTSP
Dinas PM & PTSP

Dinas PM & PTSP

! 2.>

Athamdulilsh sdh baik

k nya untuk te

Saran

Lakikan inovasi yang lebih baik lagi

Lanjutkan

Semoga pelayanan menjadi lebih baik dam dipertahankan yg baik2
Loket 3 pelayanan baik.

Pertahankan dan lanjutkan ?

Pelayanan..bagus.dan gratis..moga bisa di pertahankan dan amanah.

Kegiatan

Tanggal Saran

13 Oktober 2023

13 Oktober 2023

13 Oktober 2023

01 November 2023

14 Desember 2023

14 Desember 2023

17



3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester | Tahun 2023

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Blitar Semester | Tahun 2023 menunjukkan angka yang sangat beragam

pada berbagai unsur pelayanan seperti pada grafik di bawah ini:

Grafik Hasil SKM Semester | Tahun 2023

IKM Per Unsur DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP Kota
Blitar Tahun 2023 Semester 1

35

0 I I I I I I I I I

Persyaratan Prosedur Waktu Biaya Produk Kompetensi Perilaku Sarana Penanganan
Pelayanan Spesifikasi  Pelaksana Pelaksana Prasarana Pengaduan
Jenis
Pelayanan

]

2

L

=)

1

%]

=

0

L

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan
intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh
karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-
unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat
diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala

prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 unsur dengan nilai terendah yaitu:

1. Unsur Waktu dengan nilai 3,01
2. Unsur Produk Spesifikasi Jenis Layanan dengan nilai 3,2
3. Unsur Sarana Prasarana dengan nilai 3,24

Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut dapat dilihat pada table

di bawabh ini:
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Tabel rencanatindak lanjut pelaksanaan SKM Semester | Tahun 2023

Waktu Penanggung
No. | Prioritas Unsur | Program / Kegiatan
TWI [TWII  TWIII [TWIV Jawab
1 Waktu — Berkoordinasi dengan v ) Kepala Dinas
Penyelesaian OPD Teknis terkait
untuk mengevaluasi
prosedur waktu
perizinan.
— Mengadakan layanan
izin daerah berbasis
online untuk
mempermudah dan
mempercepat
pelayanan
2 Produk Memberikan pelayanan v ! v v | Kepala Dinas
Spesifikasi yang sesuai dengan
Jenis Layanan | Standar Pelayan yang
telah dibuat.
3 Sarana dan | Meningkatkan kualitas v v Kepala Dinas
Prasarana sarana dan prasarana
khususnya bagi difabel.
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Adapun untuk realisasi tindak lanjut seperti pada table di bawabh ini:

Tabel realisasi tindak lanjut pelaksanaan SKM Semester | Tahun 2023

No. Prioritas Unsur Tindak Lanjut Waktu Pelaksanaan Per:jangg::ung
TWI | TWIL | TWII | TWIV awa
Berkoordinasi dengan OPD Teknis untuk| J J
mengevaluasi prosedur waktu perizinan.
Trial aplikasi RINJANI untuk pengajuan
1 Waktu Penyelesaian lKP.R. untuk mempermudah - pengajuan N A Kepala Dinas
perizinan IKPR
Mengadakan layanan izin daerah berbasis
online  untuk  mempermudah  dan e N
mempercepat pelayanan
Produk Spesifikasi Memberikan pelayanan vyang sesuai
2 . dengan Standar Pelayanan yang telah|v N g N Kepala Dinas
Jenis Layanan .
dibuat.
Meningkatkan  kualtas sarana dan
S d | | | |
3 arana dan prasarana khususnya bagi difabel dan|¥ N y N Kepala Dinas
Prasarana

pelayanan O35S Mandiri
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